ABSTRAK

Fredian Bagas Dewantara, 126103213299, Implementasi Peraturan Daerah No.7
Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Ditinjau Dari Perspektif Figih
Siyasah (Studi Kasus Terhadap Penertiban Cafe Karaoke Di Desa Bono
Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung), Progam Studi Hukum
Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri
Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, Pembimbing: Dr. Ahmadi
Abdul Shomad FN, M.H.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Ketertiban Umum, Cafe Karaoke, Pemerintah
Desa.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan sosial berupa
keresahan warga yang mengeluhkan perilaku kurang etis yang dilakukan oleh
beberapa oknum dari akibat keberadaan kafe karaoke di Desa Bono, Kecamatan
Boyolangu, yang dinilai mengganggu ketertiban umum serta nilai moral
masyarakat. Keberadaan kafe karaoke tersebut mendorong pentingnya kajian
tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun
2012 tentang Ketertiban Umum dalam perspektif figih siyasah, yang
mengedepankan prinsip kemaslahatan umat berdasarkan syariat Islam. Peneliti
memandang perlu adanya sinergi antara regulasi formal dan prinsip syariah dalam
menjaga ketertiban sosial.

Fokus penelitian ini adalah menganalisis implementasi Peraturan Daerah
tersebut di tingkat desa, khususnya terkait keberadaan kafe karaoke, serta
mengkaji peran pemerintah desa dalam menjaga ketertiban umum. Penelitian juga
bertujuan mengevaluasi kesesuaian tindakan pemerintah desa dengan prinsip-
prinsip figih siyasah, serta mengidentifikasi dampak sosial yang muncul akibat
keberadaan tempat hiburan tersebut di masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif
dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi
dokumentasi. Lokasi penelitian bertempat di Desa Bono, dengan informan dari
pemerintah desa, pemilik kafe karaoke, tokoh agama, dan masyarakat sekitar.
Analisis data dilakukan dengan pendekatan induktif, memaparkan fakta di
lapangan secara mendalam dan membandingkannya dengan teori figih siyasah
serta ketentuan dalam Perda Nomor 7 Tahun 2012.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kafe karaoke membawa
dampak positif dalam perekonomian seperti halnya membuka lapangan pekerjaan
baru yang lebih banyak, namun juga menimbulkan potensi gangguan ketertiban
umum yang dilakukan oleh beberapa oknum yang berperilaku kurang etis dan
juga merusak nilai moral masyarakat. Implementasi Perda menghadapi hambatan
berupa lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum, serta tekanan
ekonomi. Dalam perspektif fiqih siyasah Tasyri’iyah (perundang-undangan) dan
dalam buku “Siyasah Syar’iyyah karya Ibn Taimiyyah, dijelaskan bahwa hukum
harus diterapkan dengan mempertimbangkan maqasid syariah (tujuan hukum),
yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu
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pemerintah desa berkewajiban menjaga kemaslahatan masyarakat melalui
penegakan peraturan yang adil. Penelitian ini merekomendasikan perlunya
peningkatan koordinasi antar lembaga, sosialisasi hukum kepada masyarakat,
serta pembatasan operasional kafe karaoke guna menjaga stabilitas sosial.
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ABSTRACT
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Subdistrict Tulungagung Regency), Constitutional Law Study Program,
Faculty of Sharia and Law, State Islamic University Sayyid Ali
Rahmatullah Tulungagung, 2025. Supervisor: Dr. Ahmadi Abdul Shomad
FN, M.H.
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This research is motivated by social problems in the form of unrest among
residents who complained about unethical behavior carried out by several
individuals as a result of the existence of karaoke cafes in Bono Village,
Boyolangu District, which are considered to disturb public order and moral
values of the community. The presence of karaoke cafés highlights the urgency of
studying the implementation of Tulungagung Regency Regional Regulation No. 7
of 2012 on Public Order from the perspective of figh siyasah, emphasizing the
principle of public welfare based on Islamic Sharia. The researcher views the
synergy between formal regulation and Sharia principles as crucial in
maintaining social order.

This study focuses on analyzing the implementation of the Regional
Regulation at the village level, particularly concerning the presence of karaoke
cafés, and examining the role of the village government in maintaining public
order. The research also aims to evaluate the compatibility of the village
government's actions with the principles of figh siyasah and to identify the social
impacts resulting from the presence of such entertainment venues in the
community.

The research method employed is a qualitative descriptive approach, with
data collection techniques including interviews, observations, and document
studies. The study was conducted in Bono Village, with informants consisting of
village government officials, karaoke café owners, religious leaders, and local
residents. Data were analyzed using an inductive approach by deeply presenting
field findings and comparing them with figh siyasah theories and the provisions of
Regional Regulation No. 7 of 2012.

The findings show that the existence of karaoke cafés has a dual impact: it

boosts the economy such as opening up more new job opportunities, but also
creating the potential for public order disturbances by certain individuals who
behave unethically and also damage the moral values of society. From the
perspective of figh siyasah Tasyri'iyah (legislation) and in the book "Siyasah
Syar'iyyah" by Ibn Taimiyyah, it is explained that the law must be applied by
considering maqasid sharia (the purpose of the law), namely protecting religion,
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soul, mind, descendants, and property. Therefore, the village government is
obliged to maintain the welfare of the community through the enforcement of fair
regulations. This study recommends the need for increased coordination between
institutions, legal socialization to the community, and restrictions on the
operation of karaoke cafes in order to maintain social stability.
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